[image: image1.jpg]



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 
3     TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

	Menimbang



	:
	a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD,keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

	Mengingat


	:
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4348);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   TAHUN ANGGARAN 2010


Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlahRp. 357.785.099.430,- bertambah sejumlah Rp. 8.403.956.594,- sehingga menjadi Rp.366.189.056.024,- dengan rincian sebagai berikut :

	1.
	Pendapatan Daerah

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah perubahan
	
	Rp.342.384.457.350,-Rp. 16.791.783.131,-

	Rp.359.176.240.481,-

	2.
	Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja Setelah Perubahan
	
	 Rp.357.785.099.430,-

 Rp.   8.403.956.594,-
	Rp.366.189.056.024,-

	
	
	Surplus (Defisit) setelah perubahan
	Rp.  7.012.815.543,-

	
	
	
	
	

	3.
	Pembiayaan Daerah
	
	
	

	
	a. Penerimaan

1) Semula

2) Berkurang

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
	
	Rp.  43.545.793.154,
Rp.  13.049.353.756,-

	Rp.  30.496.439.398,-

	
	b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah  (Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
	
	Rp.      0,-
Rp.     500.000.0000,-
	Rp.       500.000.000,-

	
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
	
	
	Rp.  29.996.439.398,-

	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)
	Rp.29.496.439.398,-


Pasal 2
1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

	a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan
	
	Rp.15.590.602.578,-

Rp.                     0,-
Rp.288.545.019.766,-Rp.  10.493.732.026,-
Rp. 38.248.835.006,-

Rp.   6.298.051.105,-

	Rp.    15.590.602.578,-

Rp.  299.038.751.792,-

Rp.    44.546.886.111,-


2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

	a.  Pajak Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Lain-lain PAD  Setelah Perubahan
	
	Rp.  2.657.458.078,-

Rp.                      0,-
Rp.  4.898.481.350,-

Rp.                      0,-
Rp.  3.104.663.150,-

Rp.                      0,-
Rp.  4.930.000.000,-Rp.                      0,-

	Rp.       2.657.458.078,-

Rp.       4.898.481.350,-

Rp.       3.104.663.150,-

Rp.       4.930.000.000,-


3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan  :
	a.  Dana Bagi Hasil

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
	
	Rp.20.269.909.766,-Rp.  5.475.276.426,-
Rp.239.760.310.000,-

Rp.   5.018.455.600,-
Rp.  28.514.800.000,
Rp.                        0,-
	Rp.     25.745.186.192,-

Rp.   244.778.765.600,-

Rp.     28.514.800.000,-


4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan  :
	a.  Hibah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Hibah setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  Setelah Perubahan

e. Dana Insfrastruktur lainnya

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah  Setelah Perubahan

f. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah  Setelah Perubahan
	
	Rp.25.676.745.267,-

Rp.  3.892.548.075,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-
Rp.12.572.089.739,-

Rp.  1.788.503.030,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-                
Rp                       0,-

Rp.                      0,-

Rp.                      0,-

Rp.     617.000.000,-
	Rp.     29.569.293.342,-

Rp.                            0,-

Rp.      14.360.592.769,-

Rp.                           0,-

Rp.                           0,-

Rp.          617.000.000,-


Pasal 3
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

	a.  Belanja Tidak Langsung

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Tidak Langsung  setelah Perubahan

b.  Belanja Langsung

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
	
	Rp.190.088.751.461,-

Rp.      815.474.112,-
Rp.167.696.347.969,-

Rp.   9.219.430.706,-

	Rp.  189.273.277.349,-

Rp.  176.915.778.675,-


2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
	a.  Belanja Pegawai

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

b.   Belanja Bunga

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan

c. Belanja Subsidi

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

d. Belanja Hibah

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Hibah  Setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah  Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

f. Belanja Bantuan Kepada Pemerintahan Desa / Nagari

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
	
	Rp.153.510.747.619,-

Rp.   6.394.376.994,-
Rp.                        0,-
Rp.                        0,-
Rp.                        0,-

Rp.                        0,-
Rp.  26.014.500.000,-

Rp.   9.039.146.000,-
Rp.   1.478.039.210,-

Rp.      487.794.894,-
Rp.   7.844.600.000,-
Rp.   1.341.500.000,-
Rp.   1.240.864.632,-

Rp.                        0,-

	Rp.  159.905.124.613,-

Rp.                          0,-

Rp.                          0,-

Rp.    16.975.354.000,-

Rp.      1.965.834.104,-

Rp.      9.186.100.000,-

Rp.      1.240.864.632,-


3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis Belanja :
	a.  Belanja Pegawai

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

b.   Belanja Barang dan Jasa

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

c. Belanja Modal

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
	
	Rp.14.227.236.362,-

Rp.     668.856.771,-
Rp.53.374.042.582,-

Rp.  3.204.547.189,-
Rp.100.095.069.025,-

Rp.   6.683.740.288,-

	Rp.    13.558.379.591,-

Rp.    56.578.589.771,-

Rp.  106.778.809.313,-




Pasal 4
1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

	a.  Penerimaan

1. Semula

2. Berkurang

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b.   Pengeluaran

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
	
	Rp.43.545.793.154,-

Rp.13.049.353.756,-
Rp.                      0,-

Rp.     500.000.000,-

	Rp.      30.496.439.398,-

Rp.          500.000.000,-


2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

	a. SILPA Tahun anggaran   sebelumnya
1. Semula

2. Berkurang

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

b.   Pencairan Dana Cadangan 

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan

 c.   Hasil  Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  Setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah  Penermaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan
	
	Rp.42.545.793.154,-

Rp.13.049.353.756,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-
Rp.  1.000.000.000,-

Rp.                      0,-
Rp.                      0,-

Rp                       0,-

	Rp.     29.496.439.398,-

Rp.                            0,-

Rp.                            0,-

Rp.                            0,-

Rp.       1.000.000.000,-

Rp.                            0,-


3).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis penbiayaan :
	a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang 

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pembayaran Cicilan pokok Utang Setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula

2. Bertambah

Jumlah Pemberian Pinjaman  Setelah Perubahan
	
	Rp.                      0,-

Rp.                      0,-
Rp.                     0 ,-
Rp.                     0 ,-
Rp.                      0,-

Rp.                      0,-

Rp.                      0,-

Rp.                      0,-


	Rp.                            0,-

Rp.                            0,-

Rp.                            0,-

Rp.                            0,-


Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
	1.
	Lampiran I
	Ringkasan APBD

	2.
	Lampiran II
	Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

	3.
	Lampiran III
	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,      Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

	4.
	Lampiran IV
	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;

	5.
	Lampiran V
	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

	6
	Lampiran VI
	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

	7
	Lampiran VII
	Daftar Piutang Daerah

	8
	Lampiran VIII
	Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

	9
	Lampiran IX
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

	10
	Lampiran X
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

	11
	Lampiran XI
	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;

	12
	Lampiran XII
	Daftar Dana Cadangan

	13
	Lampiran XIII
	Daftar Pinjaman Daerah


Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan
di Padang Aro
pada tanggal   28 Desember 2010  

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan 
di Padang Aro
pada tanggal
28 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
Ir. AMRIL BAKRI, M.TP

Pembina Utama Muda  NIP. 110046468
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